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PROBLEMATICS CONSIGNMENT OF LAND AQUISITION OF KRIAN 

LEGUNDI BUNDER HIGHWAY CONSTRUCTION  

(CASE STUDY IN GRESIK DISTRICT EAST JAVA PROVINCE)  

By: Shelvi Manurung  

ABSTRAK 

 

 Land aquisition currently opens the opportunity to file an objection on 

the form and / or amount of compensation. If no consensus is reached in the 

deliberations, then the rightful party may file an objection to the local district 

court for 14 (fourteen) working days after the end of the consultation period. If the 

party entitled to refuse the form and / or the amount of the indemnity and not to 

file a clearance, by law shall be deemed to receive the form and / or amount of the 

indemnity. The compensation money is deposited to the local district court. If the 

entitled party does not take the compensation money because it still refuses, then 

it is very harmful to the rightful party. This should be the attention of 

policymakers to pay attention to those eligible. Based on the above objectives, the 

objectives of this research are to (1) identify the consignment causation factor and 

the consignment reason that is not taken in the local court; (2) to find out the form 

of settlement of cash compensation money not taken by the party entitled. 

The research method used is qualitative descriptive research with case 

study method. This research is intended to describe the factors and causes of 

consignment that are not taken by the parties and the settlement of money 

settlement money compensation is not taken by the party entitled. 

 Based on the result of the research, it is known that the consignment 

cause factors are: (1) reject the form and / or amount of compensation, (2) the 

object of land procurement is still disputed its ownership and (3) the entitled party 

is not known. The reason still has not taken consignment because of the 

disappointment of the amount of compensation and not the cooporative 

procurement committee. The settlement attempts are made so that the party 

entitled to take the consignment does not exist. 
 
 

Keywords: Consignment, Compensation, Objection, Land Aquisition 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Dalam kehidupan sehari-hari, tanah dan segala sumber daya alam yang 

terkandung didalamnya selalu menjadi “ajang perebutan” berbagai 

kepentingan manusia. Maka tidak heran jika sejak zaman dahulu, tanah 

menjadi obyek yang diperebutkan sehingga akan memunculkan adanya 

sengketa dan konflik yang berkaitan dengan tanah dan sumber daya yang 

dikandung didalamnya (Limbong, 2013: 4). 

Salah satu permasalahan rumit di bidang pertanahan di Indonesia ialah 

ketersediaaan tanah untuk kebutuhan pembangunan, baik untuk fasilitas 

umum, pembangunan infrastuktur, pertahanan negara, ketahanan pangan, 

mitigasi bencana alam, maupun kebutuhan investasi. Selain jumlah tanah 

yang terbatas/tidak bertambah, masalah pertanahan disebabkan oleh harga 

tanah yang terus naik (Limbong, 2013: 1). Dalam hal ini, hukum ekonomi 

pasar berlaku. Disatu sisi, terjadi permintaan akan tanah yang tinggi, 

sementara disisi lain, tanah tidak bertambah. Hal itu menyebabkan harga 

tanah mengalami kenaikan dari waktu ke waktu (Limbong, 2013: 2).. 

Pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum 

merupakan salah satu wujud pelayanan dari pemerintah kepada masyarakat. 

Pembangunan di berbagai bidang dan aspek kehidupan adalah demi 

mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera dengan tetap 

menjamin kepentingan dari pihak yang berhak.  

Dalam konteks pengadaan tanah, kebijakan pemerintah merupakan 

tindakan aktif terkait dengan permasalahan kurangnya ketersediaan tanah 

bagi pelaksanaan pembangunan baik yang berkategori untuk kepentingan 

umum, kepentingan investasi maupun kepentingan bangsa dan Negara 

lainnya (Sudjito, 2012:3-4). 

Pengadaan tanah merupakan suatu keharusan untuk menunjang 

terwujudnya sarana umum dan apabila ternyata pemerintah sendiri tidak 
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mempunyai tanah untuk itu, maka satu-satunya jalan dengan pengadaan tanah 

dari tanah yang dihaki atau dimiliki oleh masyarakat baik secara individu 

maupun kelembagaan (Syah, 2007:5). Namun upaya pemerintah 

menyediakan tanah terhambat oleh kenaikan harga tanah yang naik secara 

drastis oleh permainan para spekulen tanah. Harga tanah yang tinggi 

menyulitkan pemerintah ataupun pihak BUMN/BUMD dan swasta sebagai 

mitra pemerintah untuk membayar ganti rugi kepada para pemilik tanah. 

Akibatnya, pembangunan fisik di segala bidang berjalan tersendat-sendat. 

Proses pembebasan kadang berjalan lambat, alot, bahkan sering terkatung-

katung dan tidak sedikit hasil pembebasan tanah berakhir di meja hijau alias 

pengadilan ((Limbong, 2013: 2). 

Pengadaan tanah, menurut Sumardjono merupakan perbuatan 

pemerintah untuk memperoleh tanah untuk berbagai kegiatan pembangunan, 

khususnya bagi kepentingan umum. Pada prinsipnya pengadaan tanah 

dilakukan dengan cara musyawarah antara pihak yang memerlukan tanah dan 

pemegang hak atas tanah yang tanahnya diperlukan untuk kegiatan 

pembangunan (Sumardjono, 2008:280). 

Berdasarkan Undang–Undang No 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan 

Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang selanjutnya 

disebut Undang–Undang No 2 Tahun 2012 pada Pasal 1 butir (2) dan (3) 

menyatakan: 

“pengadaan tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara 

memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak.  

pihak yang berhak adalah pihak yang menguasai atau memiliki objek 

pengadaan tanah.” 
 

Masyarakat atau pihak yang berhak diartikan melepaskan tanahnya untuk 

pengadaan tanah dengan menerima ganti kerugian yang layak dan adil. 

Tindakan pelepasan tanah oleh pihak yang terkena pengadaan tanah 

merupakan tindakan turut serta dalam kegiatan pembangunan bagi 

kepentingan umum. Namun tindakan ini bukan semata-mata dilakukan 

dengan cuma-cuma, pemerintah akan memberikan ganti kerugian yang layak 

dan adil kepada masyarakat yang melepaskan tanahnya untuk pembangunan 

bagi kepentingan umum. 
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Berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan 

Dasar Pokok-Pokok Agraria, yang selanjutnya disebut dengan Undang-

Undang Pokok Agraria (UUPA) Pasal 18 menjelaskan bahwa 

“untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan Negara 

serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat 

dicabut, dengan memberi ganti kerugian yang layak dan menurut cara 

yang diatur dengan Undang-Undang No 20 Tahun 1961 tentang 

Pencabutan Hak Hak atas Tanah dan Benda-Benda yang ada di 

atasnya.” 
 

Pencabutan hak atas tanah untuk kepentingan umum adalah merupakan 

cara yang terakhir untuk memperoleh tanah-tanah yang sangat diperlukan, 

guna keperluan-keperluan tertentu untuk kepentingan umum, setelah berbagai 

cara lain melalui jalan musyawarah dengan yang si empunya tanah menemui 

jalan buntu dan tidak membawa hasil sebagaimana yang diharapkan sedang 

keperluan untuk penggunaan tanah dimaksud sangat mendesak sekali 

(Abdurrahman, 1996:44). 

Dalam kenyataannya ada banyak kasus pengadaan tanah dimana 

masyarakat menjadi korban dari pembangunan itu sendiri. Mereka tidak 

lantas menjadi lebih baik penghidupannya dari pembangunan itu. Besaran 

ganti rugi yang tidak mencapai kata sepakat mewarnai permasalahan 

pengadaan tanah. Besaran ganti rugi yang dianggap tidak cukup untuk 

mengganti kerugian yang diterima masyarakat dianggap sebagai bentuk 

penghambat proses pelaksanaan pengadaan tanah (Sumardjono, 2015:56). 

Salah satu kegiatan pengadaan tanah untuk pembangunan bagi 

kepentingan umum adalah pembangunan jalan tol. Pembangunan jalan tol 

sudah banyak terjadi di Indonesia dengan segala manfaatnya. Seperti kita 

ketahui dengan dibangunnya jalan tol maka dapat mengurangi kemacetan 

yang ada, dapat mempersingkat waktu karena jalan tol adalah jalan bebas 

hambatan, meningkatkan kelancaran distribusi barang, pemerataan 

pembangunan, penghubung antar daerah serta manfaat lainnya.  

Salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur adalah Kabupaten Gresik. 

Gresik dikenal sebagai salah satu kawasan industri utama di Jawa Timur. 

Beberapa industri di Gresik antara lain Semen Gresik, Petrokimia 

Gresik, Nippon Paint, BHS-Tex dan Maspion. Gresik juga merupakan 
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penghasil perikanan yang cukup signifikan, baik perikanan laut, tambak, 

maupun perikanan darat. Gresik juga terdapat sebuah Pembangkit Listrik 

Tenaga Gas dan Uap berkapasitas 2.200 MW. Kabupaten Gresik dan 

Surabaya dihubungkan oleh Jalan Tol Surabaya Manyar, yang terhubung 

dengan Jalan Tol Surabaya Gempol. (sumber http 

://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Gsk ). 

Selain itu perekonomian masyarakat Gresik banyak ditopang dari sektor 

wiraswasta. Salah satunya yaitu Industri Songkok, Pengrajin Tas, Pengrajin 

Perhiasan Emas & Perak, Industri Garment (konveksi). Di utara kota Gresik 

juga tepatnya di kota Sedayu merupakan penghasil 

sarang burung walet terbesar di Indonesia. (sumber https 

://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Gresik).  

Saat ini di Kabupaten Gresik sedang di bangun Jalan Tol Krian Legundi 

Bunder (KLB) yang melewati 2 (dua) Kabupaten yaitu Gresik dan Sidoarjo. 

Jalan Tol KLB ini memiliki panjang 29,3 km. Dengan dibangunnya jalan tol 

ini, diharapkan bisa mempermudah akses jalan untuk mobilisasi manusia atau 

pun barang yang melewati rute tersebut, sehingga bisa mengurangi potensi 

kemacetan di daerah tersebut. Selain itu jalan tol ini juga akan mendukung 

akses keluar masuk kawasan industri yang ada di Sidoarjo dan Gresik, yang 

juga akan terintegrasi dengan pengembangan kawasan pelabuhan 

(https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/3368828/ditarget-rampung-

2019-ini-manfaat-jalan-tol-krian-manyar). 

Seperti diketahui, yang menentukan nilai besaran ganti kerugian adalah 

penilai. Pasal 1 butir (11) Undang–Undang No 2 Tahun 2012 menyatakan: 

“penilai pertanahan, yang selanjutnya disebut penilai, adalah orang 

perseorangan yang melakukan penilaian secara independen dan 

profesional yang telah mendapat izin praktik penilaian dari Menteri 

Keuangan dan telah mendapat lisensi dari Lembaga Pertanahan untuk 

menghitung nilai/harga objek pengadaan tanah” 
 

Seorang penilai merupakan pihak yang netral yang menghitung 

nilai/harga objek pengadaan tanah. Besaran yang ditentukan oleh penilai 

adalah besaran yang adil, tepat dan benar. Dalam hal adanya keberatan oleh 

pihak yang berhak, maka pihak yang berhak dapat mengajukan keberatan 



5 

 

kepada pengadilan negeri setempat dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja 

setelah musyawarah. 

Permasalahannya besaran ganti kerugian yang ditetapkan penilai 

dianggap sebagian  masyarakat tidak cukup untuk mengganti kerugian yang 

dialami. Dalam hal ini peneliti mengganggap hal itu berupa kerugian nonfisik 

misalnya hilangnya mata pencaharian dari pemilik tanah, kenyamanan 

lingkungan, faktor psikologis karena pindah jauh dari lingkungannya, dan 

kerugian nonfisik lainnya. Hal ini peneliti konfirmasi kepada salah satu 

Panitia Pelaksana Pengadaan Tanah (P2T) Pak Dading yaitu penolakan uang 

ganti kerugian dari pihak yang berhak dikarenakan menolak jumlah besaran 

uang ganti kerugian. Pihak yang berhak biasanya merasa nilai tanah yang 

diberikan tidak sesuai dengan kondisi nilai tanah yang ada saat itu sehingga 

pihak yang berhak menolak bentuk dan/atau besaran uang ganti kerugian 

yang diberikan (Dading, wawancara, 06 Pebruari 2018). Mengenai besaran 

yang tidak dapat diterima oleh pihak yang berhak, dirasa peneliti perlu diteliti 

lebih dalam, apakah ada alasan lain dari penolakan tersebut.  

Kita ketahui dalam musyawarah, saat besaran nilai ganti kerugian yang 

disampaikan tidak ditemukan kata sepakat maka kepada pihak yang berhak 

dapat mengajukan keberatan ke pengadilan negeri setempat 14 (empat belas) 

hari kerja setelah berakhirnya jangka waktu musyawarah. Pengadilan Negeri 

setempat kemudian memutuskan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak 

diterima nya keberatan tersebut. Uang ganti kerugian dititipkan (Konsinyasi) 

di pengadilan negeri setempat bila pihak yang berhak tidak mengajukan 

keberatan maka dianggap menerima bentuk/besaran ganti kerugian tersebut. 

Dengan penitipan uang ganti kerugian (konsinyasi) tersebut, maka tanahnya 

jatuh kepada negara dan fisik bidang tanah dapat dieksekusi untuk 

pembangunan jalan tol. Konsinyasi itu sendiri bukanlah respon dari itikad 

baik masyarakat yang terkena dampak. Bagaimana jika uang ganti kerugian 

yang dititipkan tersebut tetap tidak diambil oleh pihak yang berhak? 

Bagaimana jika pihak yang berhak tidak mengetahui tentang adanya 

konsinyasi tersebut? Sebaiknya konsinyasi dapat dicegah dengan 

melaksanakan musyawarah yang baik untuk mencapai kata sepakat mengenai 
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bentuk dan/ besar ganti kerugian. Konsinyasi dapat digunakan sebagai jalan 

keluar terakhir, karena dengan konsinyasi tersebut masyarakat dianggap telah 

menyetujui besaran nilai ganti kerugian yang ia tidak setujui. Pihak yang 

berhak sudah kehilangan tanahnya serta tidak mengambil uang ganti kerugian 

yang seharusnya ia terima apabila ia tetap menolak besaran tersebut.  

Konsinyasi merupakan pencabutan hak secara halus yang dilakukan 

pemerintah kepada pihak yang berhak. Kerugiannya yaitu kerugian atas 

kehilangan tanahnya dan atas besaran ganti kerugian yang ia tolak. Beberapa 

pihak yang teguh pada pendirian atas penolakan besaran ganti kerugian tidak 

mengambil uang ganti kerugian yang dititipkan di pengadilan negeri 

setempat. Oleh karena itu, jalan terbaik untuk kelancaran pelaksanaan 

pengadaan tanah yaitu dalam musyawarah. Dalam musyawarah harus di 

jelaskan secara rinci mengenai besaran nilai uang ganti kerugian, dampak 

tidak terjadinya mufakat pada saat musyawarah agar masyarakat mengerti 

pada nilai ganti kerugian yang sudah ditetapkan penilai dan tidak menempuh 

jalur konsinyasi.  

Peneliti memilih lokasi penelitian di Kantor Pertanahan Kabupaten 

Gresik karena berdasarkan informasi dari Kepala Seksi Pengadaan Tanah 

Kabupaten Gresik terdapat pelaksanaan pembayaran uang ganti kerugian 

yang diikuti dengan konsinyasi di pengadilan negeri setempat. Berdasarkan 

uraian tersebut di atas maka peneliti tertarik melakukan penelitian sebagai 

bahan penulisan skripsi dengan judul “Problematika Konsinyasi 

Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Krian Legundi Bunder di 

Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas, ada dua persoalan pokok dalam kajian ini. 

Pertama terkait apa saja permasalahan yang menyebabkan terjadinya 

penitipan uang ganti kerugian sekaligus mengenai besaran ganti kerugian 

yang ditolak. Kedua terkait penyelesaian uang ganti kerugian yang tidak 

diambil yang dititipkan di pengadilan negeri setempat.  
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1. Apakah faktor penyebab terjadinya konsinyasi di Pengadilan Negeri 

Gresik? 

2. Bagaimanakah penyelesaian uang ganti kerugian yang tidak diambil oleh 

pihak yang berhak dikarenakan masih menolak besaran ganti kerugian? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah : 

a. mengetahui faktor penyebab konsinyasi dan alasan konsinyasi yang belum 

di ambil pada pengadilan negeri setempat; 

b. mengetahui bentuk penyelesaian penitipan uang ganti kerugian yang tidak 

diambil oleh pihak yang berhak. 

 

D. Manfaat penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara : 

a. teoritis 

hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang 

konsinyasi dan penyelesaian uang ganti kerugian; 

b. praktis 

hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi bagi pemerintah 

dalam hal faktor penyebab konsinyasi dan penyelesaian ganti kerugian 

yang ditolak pada pengadaan tanah. 
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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian, maka kesimpulan yang dapat diambil oleh 

peneliti adalah sebagai berikut: 

1. Problematika konsinyasi pada pengadaan tanah disebabkan oleh banyak 

faktor.  

a. Faktor penyebab konsinyasi pada pembangunan Jalan Tol Krian 

Legundi Bunder disebabkan oleh 3 (tiga) faktor yaitu (1) menolak 

besaran uang ganti kerugian, (2) pihak yang berhak masih 

dipersengketakan pemiliknya dan (3) pihak yang berhak tidak 

diketahui keberadaannya yang dijelaskan sebagai berikut: 

b. Bidang-bidang tanah NN kesulitan dalam penetapan 

Konsinyasinya; 

c. Konsinyasi yang belum diambil dikarenakan kurangnya 

transparan penjelasan mengenai bidang tanah yang terkena 

pengadaan tanah; 

2. Problematika Konsinyasi yang uang ganti kerugiannya belum diambil 

oleh pihak yang berhak menyisakan permasalahan tersendiri. Tidak ada 

upaya penyelesaian yang dilakukan oleh instansi terkait maupun dari 

pihak yang berkaitan agar pihak yang berhak tersebut mau mengambil 

uang ganti kerugian yang dititipkan di Pengadilan Negeri. 

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan, maka peneliti 

mengajukan beberapa saran sebagai berikut: 

1. Perlunya payung hukum terhadap pihak yang berhak menolak bentuk 

dan/atau besarnya ganti kerugian dan tidak mengajukan gugatan serta 

belum mengambil uang ganti kerugian tersebut, karena pihak yang 
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berhak tidak memiliki pilihan selain daripada menerima dan mengambil 

konsinyasi di pengadilan negeri setempat; 

2. Diperlukan revisi penambahan waktu pengajuan permohonan keberatan 

bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian, karena apabila waktu 

pengajuan keberatan sudah lewat maka pengajuannya biasanya berubah 

menjadi permohonan gugatan; 

3. Perlunya diberikan jangka waktu terhadap konsinyasi di pengadilan 

negeri setempat karena menolak bentuk dan/atau besarnya ganti 

kerugian. Menyikapi pihak yang berhak sudah kehilangan tanahnya, 

pembangunan sudah dilaksanakan sehingga perlu adanya perhatian 

terhadap kelangsungan hidup pihak yang berhak tersebut agar mau 

mengambil konsinyasi di pengadilan negeri setempat; 

4. Dalam kasus PT. Platinum Industry, perlu kita pahami bersama bahwa 

kasus seperti ini bisa terjadi di tempat lain dengan waktu yang berbeda 

sehingga menjadi perhatian bahwa seharusnya pada pelaksanaan 

pengadaan tanah pada semua tahapan, haruslah sesuai dengan amanat 

Undang-Undang No 12 Tahun 2012 , bukan sekadar formalitas kegiatan 

tanpa melihat makna dan tujuan setiap tahapan kegiatan; 
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